BAB5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari BAB 4 yang merupakan analisa dan hasil penelitian yang

telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana denda yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian tidak efektif,
karena dalam pasal 362 pidana denda dirasa terlalu kecil. Pidana denda
tidak memiliki fungsi dan peran dalam memenuhi tujuan pemidanaan
karena pidana denda bukanlah sarana untuk membalas kejahatan yang
telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pidana denda juga bukanlah
sarana untuk pembinaan. Pidana denda tersebut bebas dari stigma yang
diberikan masyarakat sehingga tidak adanya rasa malu atau rasa menyesal
dari pelaku tindak pidana apabila diterapkan, sedangkan Pidana penjara
dirasa lebih memenuhi tujuan pemidanaan, terutama untuk menimbulkan
rasa jera terhadap pelaku tindak pidana dan adanya pembinaan terhadap
pelaku tindak pidana pencurian. Pidana denda yang terdapat dalam pasal
602 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana 2015 telah
diperbesar dengan maksimal pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah). Pidana denda dalam pasal ini dimungkinkan berfungsi
akan tetapi tidak akan maksimal karena, perlu dilihat kembali motivasi
seseorang untuk melakukan pencurian, selain itu tidak terpenuhinya tujuan
pemidanaan yang telah dicantumkan dalam pasal 54 Rancangan Undang-
Undang Kitab Hukum Pidana, contohnya apabila ada sebuah kasus dimana
para pihak yang terlibat merupakan pihak-pihak yang dapat di kategorikan
sebagai orang yang sangat mampu, maka pasal tersebut tidak akan
memberikan efek jera atau pun memberikan pelajaran yang dapat
menjadikan salah satu pihak yang dalam hal ini sebagai terpidana menjadi

orang baik dan berguna sesuai dengan ayat (1) butir 2, yang berbunyi
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memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna, karena nominal denda dalam pasal
tersebut tidaklah sebanding dengan harta kekayaan yang mereka miliki.

. Jaksa penuntut umum selalu menerapkan pidana penjara dalam hal
penuntutan pelaku tindak pidana pencurian karena kecilnya ancaman
pidana denda yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Pidana denda yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana memang tidak efektif dan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan.

. Hakim dalam hal mengambil keputusan di persidangan, tidak pernah
menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
Alasannya, pidana denda yang tercantumkan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana terlalu kecil. Dalam hal ini, salah satu alasan utama hakim
tidak menjatuhkan pidana denda karena pidana denda tidak menimbulkan
stigma, tidak menimbulkan rasa malu dan yang lebih penting adalah tidak
adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga hakim
mengutamakan menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana denda
adalah untuk rasa jera terhadap terdakwa, serta rasa malu untuk tidak
mengulangi lagi karena kemerdekaannya telah diambil dan adanya
pembinaan sehingga pelaku dapat merubah perilaku ke arah yang lebih

baik atau lebih tepatnya dimasyarakatkan kembali.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah diuraikan, menurut hemat

saya, pidana denda dalam tindak pidana pencurian harus dihapuskan, karena

pidana denda tidak memenuhi tujuan pemidanaan serta dalam praktiknya pidana

denda tidak digunakan baik oleh jaksa penuntut umum maupun hakim dalam

persidangan. Apabila pidana denda tidak dapat dihapuskan, dalam Rancangan

Undang-Undang Hukum Pidana kelak yang akan diterapkan, pidana denda

seharusnya dapat diberlakukan karena besaran pidana denda yang telah

diperbesar menjadi maksimal pidana denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah).
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Dalam penerapan pidana denda kelak diharapkan penjatuhan pidana denda
dalam tindak pidana pencurian tidak hanya mementingkan pemasukan negara

saja tapi juga dapat memenuhi tujuan pemidanaan.
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